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Abstrak:
Stunting dianggap masalah kronis jika prevalensinya 20% atau lebih. Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 stunting Kota Semarang 21%, sedangkan 2016 hanya 16,5%. Peraturan Presiden 42/2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi mengarahkan pada penyelamatan seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) & penurunan stunting. Sedangkan Kota Semarang memilih untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Keselamatan Ibu dan Anak (KIA). Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan penyelamatan 1000 HPK dan penurunan stunting di Kota Semarang. 
	Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan kualitatif secara deskriptif melalui wawancara mendalam dan observasi. Informan utama adalah tujuh informan dari instansi pemerintah tingkat kota. Informan triangulasi terdiri dari lima informan instansi tingkat kota dan kecamatan. Analisis penelitian menggunakan analisis segitiga kebijakan yaitu content, contex dan process. 
	Hasil penelitian secara content perda KIA belum fokus pada upaya 1000 HPK dan stunting. Konten Perda KIA lebih fokus dan dominan mengatur upaya intervensi spesifik terkait pelayanan kesehatan. Sedangkan sektor non kesehatan untuk intervensi sensitif belum banyak diatur dan masuk ke Perda. Upaya penyelamatan 1000 HPK dan stunting ditemukan pernah dibahas dalam kajian Rencana Aksi Daerah (RAD), tetapi tidak tuntas. Secara context politik, ekonomi dan sosial budaya, perda KIA belum fokus, tidak berhubungan langsung, dan belum melibatkan semua intervensi untuk penyelamatan 1000 HPK dan stunting. Secara process baik formulasi hingga evaluasi perda KIA belum melibatkan semua lintas sektor, memasukan dan mengevaluasi intervensi sensitif dan spesifik non kesehatan yang bermuara pada 1000 HPK dan stunting. Kebijakan 1000 HPK dan penurunan stunting sudah diarahkan kepada kajian RAD, tetapi belum ada koordinasi lintas sektor dan kajian berhenti di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang. 

Pendahuluan
Masalah gizi stunting dianggap sebagai kategori kronis jika prevalensinya 20% atau lebih.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan penurunan angka stunting 28% untuk anak dibawah dua tahun (baduta) pada tahun 2019.2 Kerangka Intervensi masalah gizi stunting yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua dan keduanya harus berjalan bersama, yaitu Intervensi gizi spesifik (langsung) dan intervensi gizi sensitif (tidak langsung).3,4 Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 mencatat stunting di Kota Semarang masuk menjadi salah satu wilayah dengan kategori kronis dengan kasus 21%.5 Meningkat dari tahun sebelumnya 2016 yang hanya 16,5%.6 
Intervensi spesifik hanya mampu memberikan kontribusi 30% untuk masalah gizi seperti stunting. Mengingat kompleknya masalah stunting di masyarakat, penuntasanya yang 70% memerlukan keterlibatan lintas sektor pembangunan lain diluar sektor kesehatan atau yang disebut dengan intervensi sensitif.2-4 Tetapi banyaknya sektor (stakeholders) yang terlibat menyebabkan program tidak berjalan dengan baik atau kurang sinkron.7 
Menurut Buse et all, kebijakan merupakan salah satu komponen penting yang sangat mempengaruhi ekonomi, bahkan jika terkait dengan kesehatan dampaknya bisa sampai kepada masalah hidup dan mati. Kebijakan yang tidak baik menjadi sebuah pintu awal tidak tercapainya tujuan, terjadinya konflik dan tidak harmonisnya hubungan pusat dan daerah. Kebijakan juga menjadi alat bukti sejauh mana keseriusan pemerintah dalam proses melayani dan menyediakan arah dan rambu-rambu sesuai keadaan dan kemampuan dalam mencapai tujuan pembangunan.8
Peraturan Presiden (Perpres) 42/2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi mengarahkan pada penyelamatan seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) & penurunan stunting.9 Pada tahun 2015 Kota Semarang membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Keselamatan Ibu dan Anak (KIA).10

Metode Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan kualitatif secara deskriptif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Subjek penelitian diambil secara purposive sampling informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian dilakukan disektor Pemerintahan Kota Semarang. Informan utama berjumlah tujuh informan yang masing-masing terdiri dari instansi pemerintah tingkat kota. Informan triangulasi ada lima yang terdiri satu instansi tingkat kota dan empat instansi tingkat kecamatan. Analisis penelitian menggunakan analisis segitiga kebijakan yaitu content, context dan process. 11-14

Hasil Penelitian
Karakteristik  informan 
Informan utama terdiri dari 57% laki-laki dan 43% informan perempuan. 57% Informan utama memiliki pendidikan srata dua dan 43% informan strata satu. Jabatan informan  29% kepala dinas dan 71% kepala bidang atau kepala seksi. Masa kerja informan 57% (2-4 tahun) 43% (5-10 tahun) di bidang dan instansi yang sama. 86% informan utama dari sektor pemerintah non kesehatan dan 14% dari sektor pemerintah kesehatan. Informan triangulasi terdiri 60% sektor pemerintah non kesehatan dan 40% sektor pemerintah  kesehatan dengan 60% masa kerja 20-30 tahun dan 40%  3-5 tahun. 

Content 
	Didapatkan hasil bahwa hanya ada dua dari tujuh informan utama yang pernah mendapatkan informasi tentang 1000 HPK dan stunting. Demikian juga dengan informasi Perda KIA kota Semarang hanya dua dari tujuh informan yang mengaku mengetahui dan ikut terlibat dalam melakukan pembahasan tentang content kebijakan. Tetapi dari dua informan yang mengetahui tersebut hanya satu informan yang memahami dan mengetahui adanya kebijakan nasional perpres 42/2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi yang fokus pada upaya 1000 HPK dan penurunan stunting.





 ‘...Iya pernah ada sosialisasi terkait stunting, kami juga terlibat saat perumusan perda KIA, kalau kebijakan nasional perpres saya kurang tahu...” (IU.5)
“...Iya wong kami yang jadi tim inti perda itu, ada DP3A dan KB juga., Kalau Perda KIA untuk AKI, kalau 1000 HPK gak ada, tapi kelihatanya ya enggak lah, sebenarnya program-programnya kita udah jalan sebelum ada perpres itu...” (IU.7)








	

Diketahui tiga dari tujuh informan yang mengetahui dan sudah bekerjasama lintas program terkait Perda KIA. Perda KIA juga hanya fokus pada masalah cakupan pelayanan kesehatan dan program terkait di sektor tertentu yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan fokus ke intervensi spesifik. Sehingga perda KIA belum mencakup intervensi sensitif atau mencakup seluruh isi perpres 42/2013. Secara konten informan triangulasi mengatakan kalau upaya penyelamatan 1000 HPK dan penurunan stunting pernah dibahas dalam kajian RAD pada bagian ekonomi Bappeda, tetapi kajian itu berhenti dan belum ada tindak lanjut lagi.

....Sepengetahuan saya belum ada pembicaraan terkait 1000 HPK dan stunting, memang itu apa ya.. (IU2)
...Belum ada sosialisasi atau undangan terkait itu (1000 HPK dan stunting)... (IU3)
...Dulu kita sudah sempat membuat kajian RAD untuk 1000 HPK dan stunting setelah perpres itu, tapi akhirnya mandek, sampai sekarang belum jalan lagi.... (IT1)










Context
	Secara konteks politik upaya penyelamatan 1000 HPK dan stunting di Kota Semarang masih harus dikoordinasikan dan difokuskan lintas sektor. Hasil penelitian menemukan bahwa semua informan dimasing-masing sektor, mengaku sudah mendapatkan dukungan yang baik dari pemerintah daerah dan pusat, tetapi hanya untuk menjalankantugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selama ini semua informan mengaku secara politik, permasalahan 1000 HPK dan penurunan stunting belum ada dan terkoordinasi dengan baik. Hal itu dikuatkan dengan pernyataan informan triangulasi yang mengakui Kota Semarang pernah sampai dalam tahapan kajian RAD tapi berhenti dan belum ada kabar untuk dibahas lagi maupun koordinasi dengan lintas sektor.
	Secara politik di tingkat kota diakui informan utama bahwa stunting memang belum menjadi prioritas kebijakan karena faktor sudut pandang data yang dimiliki Pemerintah Kota sehingga belum ada upaya koordinasi dan evaluasi secara periodik dilintas sektor. Diakui juga oleh informan triangulasi, bahwa RAD di kota Semarang belum mendapatkan dukungan politik yang kuat karena faktor sudut pandang, kepentingan politik, koordinasi dan pemahaman akan prioritas kebijakan nasional. 
 “...Selama ini belum ada yang mampu nge-link-kan program-program terkait 1000 HPK dan stunting di masing-masing Dinas atau SKPD, selama ini masih jalan masing-masing...” (IT1)


Kesimpulan



Meskipun secara ekonomi, anggaran di masing-masing sektor pemerintahan semakin meningkat. Hal ini berdampak pada konteks sosial dan budaya masyarakat juga menjadi tidak terkontrol dan berjalan sesuai tujuan masing-masing.
 “.....Anggaran kami yang awalnya hanya 7 M di suruh buat jadi 25 atau 30 M...” (IU 1).
 “....Anggaran program tiap tahun naik, tahun 2017 sekitar -+ 7 Milyar tahun 2018 naik jadi -+ 13 M.....(IU5)
“.....Tahun 2017 dari APBD mencapai 452 jutaan, tahun 2018 sekitar 647 jutaan, masih dapet juga APBN dan bantuan produk PMT dari pusat...” (IU-7)

















Process
	Proses formulasi kebijakan perda KIA diakui belum melibatkan semua lintas sektor sebagaimana pengakuan empat dari tujuh informan utama. Meskipun dalam naskah perda tertulis melibatkan lintas sektor. Sedangkan evaluasi perda KIA diakui semua informan beberapa lintas program sudah dilakukan. Semua informan mengaku tidak ada kendala yang berarti dalam proses perda KIA. Dalam proses perumusan kebijakan Perda KIA yang juga disinkronkan dengan naskah perda KIA, semua informan mengakui tidak ada pembahasan 1000 HPK dan stunting. Hal ini dikuatkan oleh informan triangulasi bahwa untuk upaya 1000 HPK dan stunting Pemerintah Kota Semarang pernah mengkaji dalam bentuk RAD (rencana aksi daerah) tapi berhenti.[bookmark: _GoBack] “....Kalau terkait perpres dan 1000 HPK itu kita pernah mbahas, saat itu ada delapan daerah termasuk kota Semarang di Jateng, Prosesnya itu baru tahapan kajian RAD tapi akhirnya Kota Semarang mandek sampai sekarang,... (IT1)

Kendala yang ditemukan saat proses RAD ditemukan bahwa adanya variasi perbedaan pemahaman, sudut pandang kebijakan dan data stunting yang digunakan, serta prioritas yang diputuskan untuk menjadi sebuah kebijakan menjadi kendala dalam proses upaya penyelamatan 1000 HPK dan penurunan stunting di Kota Semarang.  
	Tahapan perda KIA kota semarang menurut informan utama dan sejalan dengan informan triangulasi tidak ada hubunganya dengan perpres 42/2013, atau 1000 HPK dan stunting secara langsung. Hal itu karena anggapan dan keyakinan bahwa data stunting yang dimiliki kecil atau dikategorikan bebas masalah gizi. Meskipun secara isi materi perda KIA bisa menjadi salah satu pendukung upaya 1000 HPK dan stunting terutama pada intervensi spesifik. Dalam proses kebijakan perda KIA tidak ditemukan adanya evaluasi untuk upaya penyelamatan 1000 HPK dan stunting terhadap upaya intervensi sensitif lintas sektor. Berhentinya proses kajian RAD untuk 1000 HPK dan stunting sebagai respon perpres 42/2013 maupun RAN, menjadi hal yang sejalan dan berhubungan dengan meningkatnya kasus stunting di Kota Semarang berdasarkan data PSG.

Pembahasan
	Terkait kajian intervensi sensitif maupun spesifik sebagaimana hasil penelitian Hasanah yang menyebutkan bahwa aspek kesadaran perilaku seperti pola konsumsi dalam frekuensi  makanan, jenis keberagaman makanan, menjadi penyebab Ibu hamil mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK).15 Hal tersebut dikarenakan berhubungan dengan upaya intervensi sensitif seperti kebijakan pendidikan, ketersedian pangan, infrasrtuktur, sanitasi, akses pangan, pelatihan, dan pengetahuan bisa didukung dengan komitmen kebijakan RAD dan regulasi.8 
	Demikian juga faktor sosial budaya masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku dalam mengkonsumsi dan mengolah bahan pangan. Masalah tersebut jika diuraikan penyebabnya akan sangat kompleks dan memerlukan keterlibatan lintas sektor.2-4 Oleh sebab itu upaya pendekatan politik dianggap strategis dan memiliki arti penting yang menjadi akar masalah kesehatan dalam penyelamatan 1000 HPK dan penurunan stunting sebagaimana arahan perpres 42/2013 dan rencana aksi nasinal pangan dan gizi.16
	Penelitian di Ghana menyimpulkan bahwa masalah gizi disebabkan oleh berbagai faktor sensitif seperti masalah karakteristik wilayah dan kesenjangan ekonomi.17 Disisi lainya hasil studi etnografi sosial budaya menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi gizi masyarakat diantaranya faktor pola konsumsi dan mengolah makanan.18 Sebuah studi negara berkembang dan miskin menyatakan tidak ada hubungan antara masalah gizi kurang pada usia dini dengan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah. Hal ini bisa dijadikan acuan bahwa meningkatnya ekonomi disuatu daerah bukan jaminan masyarakat bisa terbebas dari masalah gizi stunting.19
	Temuan penelitian yang menemukan bahwa belum selesainya kajian RAD di Kota Semarang yang ditujukan untuk 1000 HPK dan penurunan stunting, berdampak kepada meningatnya kasus stunting di Kota Semarang berdasarkan hasil PSG 2017. Peran Pemerintah dalam hal ini Bappeda sebagai penanggung jawab suatu wilayah, dan koordinator disemua lintas sektor dalam upaya penyelamatan 1000 HPK dan penurunan stunting menjadi kunci dasar penggerak kebijakan didaerah terhadap masalah gizi yang sudah ditetapkan menjadi prioritas nasional untuk menguatkan intervensi sensitif selain intervensi spesifik.2-6

Kesimpulan
Secara konten perda KIA Kota Semarang fokus pada angka kematian ibu (AKI), dimana masalah gizi yang menjadi salah satu faktor AKI belum fokus pada upaya 1000 HPK dan stunting. Konten Perda KIA lebih fokus dan dominan mengatur upaya intervensi spesifik terkait pelayanan kesehatan. Sedangkan sektor non kesehatan terkait intervensi sensitif belum banyak terlihat dan diatur didalamnya. Justru secara konten upaya penyelamatan 1000 HPK dan stunting ditemukan pernah dibahas dalam kajian RAD.
	Secara konteks politik, ekonomi dan sosial budaya perda KIA belum fokus, tidak berhubungan langsung, dan belum melibatkan semua intervensi untuk tujuan penyelamatan 1000 HPK dan stunting. Tetapi konteks politik, ekonomi dan sosial budaya 1000 HPK dan stunting pernah masuk dalam kajian RAD dan berhenti. 
	Secara proses perda KIA tidak melibatkan semua lintas sektor, tidak memasukan dan mengevaluasi  intervensi sensitif dan spesifik non kesehatan yang bermuara pada 1000 HPK dan stunting. Kebijakan 1000 HPK dan penurunan stunting diarahkan pada kajian RAD pangan dan gizi yang sempat dikaji oleh bagian ekonomi Bappeda Kota Semarang tetapi karena masalah koordinasi, komunikasi, kepentingan politik, sudut pandang masalah dan kebijakan, prosesnya menjadi berhenti.
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